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Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR == TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan

8/PMK.7/2020

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan

Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Bone Bolango tentang Penetapan Alokasi Umum Tambahan

Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

N

Nomor 28 Tahun 1999

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi

Undang-Undang tentang
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Nomor 38 Tahun 2000
Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten

Undang-Undang tentang

Pembentukan Provinsi

Undang-Undang Nomor 6 tentang
Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
Tahun 2003
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 tentang



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Memperhatikan

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87);

14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

5 i},

2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia
Nomor : 8/ PMK.7/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana
Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.

Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Bone Bolango.
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11

12,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone
Bolango.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan
yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di
Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat kelurahan.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistern Negara Kesatuan Repu blik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai
perangkat kecamatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD
adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana
perimbangan yang diterima Daerah kabupaten/kota dalam
APBD kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat. penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran

daerah pada bank yang ditetapkan.



(2)

BAB II
PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
Pasal 2
DAU Tambah an Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan
untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah
Daerah  kabupaten dalam memenuhi kewajiban penganggaran
bagi Kelurahan.
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan
Pemerintah Daerah kabupaten kepada Kelurahan melalui APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Kkegiatan
pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan

yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3
Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sebesar Rp.
1.830.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh juta
rupiah).
Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan
kepada seluruh Kelurahan secara merata  sebesar  Rp.
366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) per
Kelurahan.

Pasal 4

Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan masing-

masing Kelurahan sebagaimana pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai

berikut :

a.

Kelurahan Pauwo sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam
puluh enam juta rupiah);
Kelurahan Tumbihe sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam
puluh enam juta rupiah);
Kelurahan Oluhuta sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam

puluh enam juta rupiah);



d. Kelurahan Padengo sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam
puluh enam juta rupiah); dan
e. Kelurahan Oluhuta Utara sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus

enam puluh enam juta rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Bone Bolango.
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Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 12 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABYPATEN

2020

E BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA,
PEMBINA UTAMA MADY
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR




PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO
Jin. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020 Suwawa, Mei 2020

Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020
PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENADAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati

Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA




PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango

Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Nomor : 900/BKPD-BB/V/ 63242020

Tanggal : 11 Mei 2020

Perihal . Permohonan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Dana
Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran

2020

|. Dasar

Il.  Pertimbangan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020, tentang

tata cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran 2020;

. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor

PER-1/PK/2020 tentang Penyampaian Dokumen dan Format
laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;

. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 43 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.7/2020,
Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

. sebagaimana Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor

PER-1/PK/2020 Pasal 3 ayat (2) bahwa Syarat Penyaluran DAU
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan setelah
Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menerima Dokumen dari Pemerintah Daerah meliputi

1. Peraturan Daerah mengenai APBD

urat Pernyataan Kepala Daerah

Pegaturan Bupati/walikota mengenai Penetapan Bantuan
Pendanaan Kelurahan

Salinan Kegiatan Kelurahan

f a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
n ngo tentang Penetapan DAU Tambahan Bantuan
ndaradn Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

/  Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan TA.
019.
{: Sbh a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
u
B

P



[ll. Saran :  Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada
Bapak Bupati Bone Bolango untuk dapat mempertimbangkan
persetujuan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan
Bapak kami ucapkan terima kasih.




